
ÓKEDAULATAN RAKYATÓ 

HALAMAN 5GUNUNGKIDUL-KULONPROGO
MENINGKAT DIBANDING PILKADA 2015

Partisipasi Pemilih 80,18 Persen
WONOSARI (KR) -

Komisi Pemilihan Umum

(KPU) Kabupaten Gu-

nungkidul mencatat  pe-

nyelenggaraan Pilkada

2020 mampu meningkat-

kan partisipasi pemilih di-

bandingkan dengan pilka-

da  tahun sebelumnya.

Angka  partisipasi pemilih

yang  menggunakan hak

suara pada pilkada tahun

ini mencapai 80,18 persen

atau meningkat 10 persen

dari pilkada sebelumnya

tahun 2015 lalu. 

”Periode sebelumnya

tingkat partisipasi  pemi-

lih hanya mencapai  70

persen, tahun 2020 ini

mencapai  sebanyak 80,18

persen,” kata Ketua KPU

Gunungkidul, Ahmadi

Ruslan Hani, Kamis

(17/12). 

Berdasarkan Daftar Pe-

milih Tetap (DPT) di Gu-

nungkidul dalam Pilkada

2020  tercatat sebanyak

599.850  orang dan dari

jumlah tersebut yang

menggunakan hak  pilih

sebanyak 481.952, surat

suara sah sebanyak

470.347, dan surat suara

tidak sah sebanyak

11.605.  

Hasil evaluasi semen-

tara, tingkat partisipasi

pemilih  di Kabupaten

Gunungkidul lebih unggul

jika dibandingkan dengan

kabupaten lain di DIY

yang juga menyelenggara-

kan Pilkada. Kendati par-

tisipasi tahun ini lebih

tinggi,  tetapi jika diban-

dingkan dengan partisipa-

si pada penyelenggaraan

Pemilu dan Pileg tahun

2019 lalu lebih rendah.

Pada pelaksanaan pemilu

lalu, partisipasi mencapai

82 persen.

Sementara itu, anggota

Bawaslu Gunungkidul,

Rosita mengatakan sem-

pat khawatir mengenai

penyelenggaraan pilkada

di tengah pandemi. Salah

satunya adalah partisipasi

masyarakat yang dikha-

watirkan  rendah, namun

demikian justru mening-

kat  di luar dari perkiraan. 
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SEBELUM MASA JABATAN BUPATI BERAKHIR

Buat ‘Legal Standing’ dengan PT AP I
PENGASIH (KR) -

Bupati Kulonprogo Drs H

Sutedjo diminta DPRD se-

tempat untuk membuat

perjanjian yang memiliki

kekuatan hukum kuat

atau legal standing de-

ngan PT Angkasa Pura I

dalam pengelolaan Banda-

ra Internasional Yogya-

karta (BIY) sebelum masa

jabatannya berakhir Mei

2022.

Hal itu diungkapkan

Ketua DPRD Kabupaten

Kulonprogo, Akhid Nur-

yati SE, Rabu (17/12).

”Legal standing ini diwu-

judkan dalam bentuk Per-

janjian Kerja Sama (PKS),

karena setelah Mei 2022,

Kulonprogo tidak mempu-

nyai bupati, melainkan

hanya pelaksana tugas

(Plt) bupati yang pasti ti-

dak memiliki kebijakan

strategis yang bisa dilak-

sanakan. Artinya bupati

dan jajarannya benar-be-

nar harus mulai melaku-

kan penataan,” tandas-

nya.

Akhid juga minta kepas-

tian perkembangan ren-

cana pembangunan em-

barkasi haji, Bedah Me-

noreh, dan Kulonprogo se-

bagai penyangga Kawas-

an Strategis Pembangun-

an Nasional (KSPN) Boro-

budur, sampai penataan

birokrasi. Sebab setelah

adanya Plt, maka pe-

nataan birokrasi, bahkan

eselon harus izin menteri. 

”Bupati diharapkan se-

gera melakukan penyisir-

an program yang harus di-

laksanakan setelah masa

jabatannya berakhir pada

Mei 2022. Setiap Organi-

sasi Perangkat Daerah

(OPD) ditanya program

yang menjadi prioritas

dalam membangkitkan

dan memajukan Kulon-

progo sejalan dengan Ren-

cana Pembangunan Jang-

ka Menengah Daerah

(RPJMD) 2017-2022,” ujar

Akhid.

Akhid meminta pula bu-

pati dan jajarannya mem-

buat program pembangun-

an yang jelas dan terukur

dengan memiliki keku-

atan hukum yang dilak-

sanakan oleh pelaksana

tugas bupati yang akan

dimulai pada pertengahan

2022.

Orientasi pembangunan

di Kulonprogo, lanjut

Akhid, selain hal-hal

pokok teknis, dan program

rutin OPD atau program

perencanaan yang sudah

jalan sesuai Rencana

Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) perlu adanya pro-

gram strategis pasca masa

jabatan Bupati dan Wakil

Bupati Kulonprogo yang

akan berakhir pada 2022.

Pada 2022 adalah masa

berakhirnya jabatan Bu-

pati dan Wakil Bupati

Kulonprogo 2017-2022.

Setelah itu, kebijakannya

akan dilanjutkan oleh Plt

Bupati, maka aturan yang

akan digunakan untuk ke-

berlangsungan Kulonpro-

go ke depan harus disiap-

kan mulai 2021. Sehingga

bisa direncanakan keku-

atan hukum kuat atau le-

gal standing yang bisa

menjadi acuan selama

nanti tidak ada bupati dan

wakil bupati definitif. 
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PENGEMBANGAN PARIWISATA PACITAN 

Berbasis Desa dan Masyarakat
KEBANGKITAN sek-

tor pariwisata Kabupaten

Pacitan Jawa Timur sejak

pemerintahan Presiden RI

Dr H Susilo Bambang

Yudhoyono (SBY) tahun

2004-an. Semula Presiden

ke-6 tersebut memperke-

nalkan Pantai Klayar de-

ngan Seruling Samudra-

nya dan belakangan desti-

nasi tersebut menjadi

salah satu objek wisata

(obwis) unggulan

Kabupaten Pacitan. 

”Sampai saat ini ada 19

destinasi wisata yang

menjadi jujugan wisa-

tawan berlibur. Sembilan

obwis dikelola pemkab se-

dangkan sisanya ditan-

gani pemerintah desa dan

swasta,” kata Kepala

Dinas Pariwisata Pemuda

dan Olahraga Pacitan, T

Andi Faliandra, kepada

media tergabung dalam

Paguyuban Wartawan

Kulonprogo (PWK) yang

press tour bersama Dinas

Komunikasi dan Informa-

tika (Diskominfo) Kulon-

progo, Selasa (15/12).

Andi Faliandra meng-

ungkapkan, dalam penge-

lolaan destinasi wisata,

Pemkab Pacitan memang

mengembangkan pariwi-

sata berbasis desa dan ma-

syarakat. Dengan sistem

tersebut bisa membantu

bangkitnya perekonomian

desa. 

”Secara umum sektor

pariwisata sangat ber-

dampak pada pertum-

buhan ekonomi bahkan

penyumbang PAD  nomor

dua setelah rumah sakit,”

jelasnya sambil menye-

butkan, PAD pariwisata

mampu menyumbang 32

persen. 

Sumbangan PAD pari-

wisata tersebut melebihi

target triwulan pertama

yang hanya 25 persen.

Ironisnya akhir Maret ter-

jadi pandemi Covid-19 se-

hingga ‘menghancurkan’

dunia pariwisata Pacitan.

Akibat penyebaran Koro-

na seluruh obwis di kabu-

paten ini tutup total. 

Menyadari sektor pari-

wisata penyumbang ke-

dua PAD dan tahun me-

ningkat maka pengem-

bangan destinasi wisata

dan ekonomi kreatifnya

digenjot tanpa mengabai-

kan prokes. Pada 2019,

PAD wisata Pacitan men-

capai Rp 13,6 M dan pada

2020 ditargektan Rp 16,6

M. Bahkan pada 2021

mendatang ditargetkan

mencapai Rp 21 miliar,”

ungkapnya. 

Sedangkan Kabid Infor-

matika Komunikasi Pu-

blik dan Statistik (IKPS)

Diskominfo Kulonprogo,

Bambang Susilo mengata-

kan, press tour bersawa

PWK merupakan upaya

mendapat referensi bagi

Pemkab Kulonprogo da-

lam pengembangan pari-

wisata. 

Apalagi destinasi wisata

Pacitan dengan Kulon-

progo hampir sama. Se-

muanya mengandalkan

pariwisata keindahan

alam. baik pantai maupun

pegunungan.  ”Yang mem-

bedakan pengembangna

pariwisata Kulonprogo

saat ini berbasis kebuda-

yaan,” tutur Bambang.  
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Pantai Klayar jadi obwis unggulan Kabupaten

Pacitan, mampu tingkatkan perekonomian.
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